
BUPATI TRENGGALEK

PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI TRENGGALEK

NOMOR : 188.45/ r, :l /3S.OB.OOL.3/2Ot8
TENTANG

SIAGA DARURAT BENCANA BANJIR, TANAH LONGSOR, ANGIN PUTING

BELIUNG DAN ROB

BUPATI TRENGGALEK,

Menimbang a. bahwa hasil Prakiraan Badan Meteorologi dan Geofisika

Stasiun Mctc'orologi Klas I .luanda Nomor:

KT.3O4 lIO78lM,IUDlXl2Ot8, tanggal 15 Oktober 20 18,

perihal Prakiraan kondisi iklim bulan Nopember tahun 2018-

Januari 2019 dan au'al musjm hu_jan 2Ol8l2019 di .Jar",a

Timur padar bulan Nope mbe r-l)cscmbcr 2O 18 dipcrkiran

akumulasi pcrkirz,rkan akumulasi curah hujan berkisar 21 -
500 mrn, perlu diu'aspadai potensi hujan lebat yang

mengakibatkan banjir dan tanah longsor. Sedangkan pada

bulan .Januari s/cl April 20 19 dipcrkirakan puncak musim

penghujan dengan akumulasi curah hujan berkisar 201 > 50O

mm, dan hujan lcbat discrt:ri angin puting beliung dengan

kecepatan 63 km/jam bcrdurasi 5 - 1.5 mcnit;

b. bahu,a sesuai surat dari Badan Penanggulangan Bencana

Daerah Provinsi .Jarr"'a Timur tanggal 28 Nopember 2018 Nomor

: 36011799 12O8.3120 18 pcrihal Kcsiapsiagaan Menghadapi

Musim Penghujan 2O1812019 bahua diharapkan kerjasama

untuk mcngantisipasi tcrjadinva bcncana akibat tingginl'a

curah hujan dcngan mclakukan upal,a aksi mitigasi dan

kesiapsiagaan dcngan mcngambil Iangkah langkah penguatan

kesiagaan pemerinLah bersama masyarakat menghadapi

bahaya banjir, banjir bandang gcrakan tanah/longsor, angin

puting bcliung clan rob di dacrah masing-masing dcngan

menyiapkan sumbr:rda1,a dan sistern informasi daerah;



2

C

d

bahwa dalam rangka mengantisipasi dampak bencana yang

lcbih mcluas, pcrlu dil"rkukan upaya upaya pengurangan

resiko bencana, sehingga mampu meminimalisir dampak

bcncana cepat, tcpat dan terpadu;

bahu,a berdasark:rn pcrtimbangan sebagaimana dimaksud

dalarn huruf a, [rrrrul' b, huruf c dan huruf d, perlu

menctapkan Kcputusan Bupati tcntang Siaga I)arurat Bencana

Banjir, Tanah Longsor, Angin Puting Bcliung dan ROB;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-dacrah Kabupaten dalam

Lingkungan Provinsi .Jau'a Timur (Lcmbaran Negara

Republik Indoncsia 'lahnn 1950 Nornor 19, Tambahan

Lcmbaran Ncgara Rcpublik lndoncsia Nomor 9)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 2 Tirhun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah

Kotaprajzr Suraba-l a clar-r I).rcrah Tingkat II Surabaya

dcngan mcngubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun

1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten

dalam Lingkungan Provinsi Jau'a Timur dan Undang-

Undang Nomor 1€> Tahun 1950 tcntarrg Pembentukan

Dacrah-dacri:h Kota Bcsar dalam Lingkungan Provinsi

Jan'a Tumur, Jau'a Tengah, Jau'a Barat dan Daerah

lstimevya .Jokjakarta (Lcmbaran Negara Rcpublik

Indoncsia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran

Negara Repr-rblik Indonesia Nomor 2730);

Undang Undang Nomor 24 Tahun 2OO7 tentang

Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik

Indon<:sia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lcmbaran

Ncgara Rcpublik Indoncsia Nomor 4723);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pcmbentukan [)craturan Pcrundang-Undangan (Lembaran

Negara Repr-rblik Indonesia Tahun 201 I Nomor 82,

Tambahan Lcmbaran Ncgara Rcpublik lndoncsia Nomor

5234);
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4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pcmcrintahan Dacrah (Lembaran Negara Rcpublik

Indoncsia Tahun 201,1 Nomor 224, 'lambahan Lembaran

Ncgara Rcpublik Indoncsia Nomor 55f17) scbagaimana

tclah diubah bcberapa kali tcrakhir dengan Undang

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20'l 4 tcntang

Pcmcrintahan Dacrah (Lembaran Negara Rcpublik

Indonesia Tahun 2O 15 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Pcraturan Pcmcrintah Nomor 21 Tahun 2008 tcntang

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran

Ncgara Rcpublik Indoncsia Tahun 2008 Nomor 42,

Tambahan Lcmbaran Ncgara R<:publik Indonesia Nomor

4828);

Pcraturan Pemcrintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang

Pcndanaan dan Pcngclolaan Bantuan Bencana (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43,

1'ambahan Lcmbaran Nt:gara Rcpublik Indoncsia Nomor

4829);

Pcraturan Presidcn Nomor 87 Tahun 2014 tcntang

Pcraturan Pclaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun

20l I tcnt:rng Pcmbcntukan Pcraturan Pcrundang

undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor I 99);

Peraluran Menteri Dalarn Negeri Nomor 80 1'ahun 20 15

tcntang Pcmbcntukan Produk Hukum Dacrah (Bcrita

Ncgara Rcpublik Indoncsia Tahun 20]5 Nomor 2036);

9. Peraturan Daerah Kabup:rten Trenggalek Nomor 23 Tahun

20 11 tcntang Pcnanggulangan Bcncana (Lembaran

L)acrah Kabupatcn Trcnggalek Tahun 201t Nomor 2 Seri

E);

10. Peraturan Dacrah Kabupatcn Trcnggalck Nomor l7 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
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Menetapkan

KBSATU

KEDUA

KETIGA

Dacrah (Lcrnbaran Daurith Kabupatcn Trcnggalck Tahun

20 I(> Nomor 16, Tambahan Le mbaran Dacrah Kabupaten

Trenggalek Nomor 68);

1 1. Pcraturan Dacrah Kabupertcn Trcnggalck Nomor l6 Tahun

2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2018 (Lcmbaran Dacrah Kabupaten

Trcnggalek Tahun 2017 Nomor l8);

12. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 72 Tahun 2017

tentang Penjabaran Anggaran Pcndapatan dan Belanja

Dacr:rh Kabupertcn Trcnggalck Tahun Anggaran 2018

(Berita l)aerah Kabupaten 1'renggalek Tahun 201 7 Nomor

73);

MEMUTUSKAN:

Siaga Darurat Bcncana Banjir, Tanah Longsor, Angin Puting Beliung

dan ROB.

Siaga Darurat []cncerna scbagainranu dimaksttd clalam I)IKTUM

KESATU Keputusan llupat i ini berlangsung selama 1 50 (seratus

lima puluh) hari tcrhitung scjak tanggal 30 Nt>pcmber 2018 sampai

dengan 30 April 2019.

Siaga Darurat Bcncana scbagaiman:r

KEDUA Kcputusan Bupati ini mcliputi:

l. Kecamatan Panggul;

2. Kecamatan Dongko;

3. Kecamatan Suruh;

4 . Kecamatan KamJrak;

5. Kecamatan 'l'ugu;

6. Kecamatan Watulimr>;

7. Kecamatan Karangan;

8. Kecamatan Bendungan;

9. Kecamatan Trcnggalck;

d ima ks ud dalam I)IKTUM



10. Kecamatarr

1 1 . Kecamatan

I 2. Kecamatan

13. Kecamatan

14. Ke camalan

i)

Poga lan;

Pulc;

M unj ungan ;

Gand usari; dan

Durcnan.

KEEMPAT Keputusan Bupati ini mulai bcrlaku pada tanggal ditctapkan

Ditetaokan di Tren
pada ranggal 3 0
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